BAB I
TINJAUAN UMUM TENTANG NADZIR

A. Pengertian Nadzir
Kata Nadzir secaraetimologi berasal dari kata kerj@dNadzira —
yandzaruyang berarti “menjaga” dan “mengurusDi dalam kamus Arab

Indonesia disebutkan bahwa kata NadZverarti; “yang melihat”,

“pemeriksa™ Dengan demikian katatl yang bentuk jamaknyaglas

mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaaau apihak yang
memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang benkd&ngan obyek yang
ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologifigh, yang dimaksud dengan Nadadalah orang
yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mesgdam memelihara
harta wakaf. Jadi pengertian Nadzinenurut istilah adalah orang atau badan
yang memegang amanat untuk memelihara dan mengarizswakaf dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan hetaf?

Selain kata Nadzjdalam hukum Islam juga dikenal istilatutawalli
Mutawalli merupakan sinonim dari kata Nadgang mempunyai makna yang

sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajibaokumengurus harta

! Taufig Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasibn
Jakarta: Tatanusa, 2003, him. 97

2 Muhammad YunusKamus Arab IndonesjaJakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/ Pentafsir al-Qur’an, 1973, him. 457

® Ibnu Syihab al-Ramli,Nihayah al-Muhtaj Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-
Alamiyah, 1996, him. 610

*M. Daud Ali, Sistem Ekonomi IslarZakat dan Wakaflakarta: Ul Press, 1988, him.
91
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wakaf® Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah NoT&8un 1977 di
dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkanvéddidadzir adalah
kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tpgaseliharaan dan

pengurusan benda wakaf.

Dasar Hukum Nadzir
Meskipun Nadziradalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun
Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas mengeradi, bahkan untuk
wakaf sendiri Al-Qur'an tidak menerangkan secariasjedan terperinci.
Tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerigtahigar manusia
berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Ayat-ayatipandang oleh para
ahli hukum bisa dijadikan landasan atau dasar huserwakafan. Ayat-ayat
Al-Qur'an tersebut antara lain; Surat Al-Bagaralatag67 dan Surat Ali
Imran ayat 92.
B MURCOLI @A ¢xC LA Lode o AN OOO% DB

a8 9 FOIEF O+C T d BX-0->0|L0mM
2780 o 053¢0 RO £o 00N 860 Oh€eIoBOB

267 : 0 id)y... &V IAOFT B I BILQHE

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkahl (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan getadari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamuAl-Bagarah ayat 269)

®> Abdir Rauf,Al-Qur'an dan lImu HukumJakarta: Bulan Bintang, 1979, him. 147
® Departemen Agama R&l-Qur'an dan TerjemahnyaSemarang: Toha Putra, 1994,
him. 67
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Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kg@kan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kartai. dan apa saja
yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah mamgaya.” (Ali

Imran ayat 92)

Selain kedua ayat Al-Quran di atas, yang meng&ajurmanusia
untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain denga@mbelanjakan
(menyedekahkan) sebagian dari harta benda kekayaamada beberapa
hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar rhugerwakafan, salah
satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Mysdebagai berikut:

VI alos bl o) ol @ Lo 1311 ooy ade B Lo @1 Jsmy JB 2 38 Gl e
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullalsaw. bersabda:

“Apabila seseorang telah mati, maka putuslah amalnikecuali tiga
perkara; sadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat damak yang shaleh

yang selalu mendoakan orang tuanya.”

Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulanjzehdapat bahwa
yang dimaksud shadagah jariyah dalam hadits terselalah wakaf. Dengan
demikian, wakaf sama dengan shadagah jariyah daidnpahalanya. Oleh
karena wakaf merupakan shadagah jariyah yang patsaleerus-menerus

mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakdfak diperlukan

" Ibid., him. 91

8 Abu Zakariyya bin syarof an-NawavRiyadlus SholihinSurabaya: Daar al-Abidin,
t.th., him. 409
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dalam upaya mencapai tujuan wakaf. Agar tujuandapat tercapai, maka
secara otomatis dibutuhkan seseorang atau badamhysng mengelola dan
mengurus benda wakaf yaitu Nadzir.

Ketentuan diperlukannya Nadzir sebagaimana yangrdaalam PP.
No. 28 tahun 1977, terutama Pasal 7 dan 8 tentaalg dan Kewajiban
Nadzir juga merujuk pada sejarah Islam. Dalam delnzalits menerangkan

sebagai berikut:

o5 Bl gl 105 o) W glai¥) ) e o i2 Wi daw o B Lo
ade & Lo A Sz o) Lol Ol oy ee Of Luge Il o) e o
s il 3 Yo ool b ptlo)l ool Gl 1 Jpu)ly JUB L opeliny Wy
Y oal jee b Bla JB 8 ciiary Lhol cos czs 0] JB 4 3,60l au
Vs A o (9 QBN By A (39 LA 3 s By Sy Vs g Vs gl
JB yote b pabay Doalls Lot ST O Ly oo o b ¥ eally ol

(Sl olg) Yl Flon b JUb s ) 4 s

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Sgathh
mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah akan, telah
mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkataiah bercerita
kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umanu Khattab
mendapat bagian sebidang keburKdtiaibar, lalu ia datang kepda Nabi SAW
untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : “YRasulullah,
sesungguhnya aku telah mendapabidang tanah di Khaibar yang aku
belum pernahmemperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Endéepadaku
tentang tanah itu ?”. Rasulullah SAWwenjawab : “Jika engkau mau,
wakafkanlah tanahtu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkidiau
Umar :Maka Umar mewakafkan harta itlengan arti bahwa tanah itu tidak
boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. la menyedekekahkasil
harta itu kepada yang fakir, kepada kerabahtuk memerdekakan budak,
pada jalan Allahprang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dbsayi orang-
orang yang mengurusnya (nadzimemakan harta itu secara patut atau
memberi asafidak bermaksud mencari kekayaan”. (H.R. Bukhtti)

® Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrath bin Mughiroh, Shahih
Bukhori Juz 1) Darul Fikr, 2005, him. 124.
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Sesuai keterangan dalam hadits di atas, bahwa j@amahdiwakafkan
oleh Umar bin Khattab adalah dengan menahan pokalkya, dengan tidak
menjual, mewariskan, dan tindakan-tindakan laingyaersifat pengalihan
hak. Dengan demikian maka wakaf harus berlaku ustlima-lamanya,
tidak memakai batas waktu. Hadits tersebut juga higadikan rujukan
bahwa Nadzir sebagai pengelola wakaf berhak metidapatau menikmati

hasil tanah wakaf dalam batas-batas tertentu.

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketikewakafkan
tanahnya, beliau sendiri yang menjadi Nadzirnyamiia setelah beliau
meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepadrinya Hafsah.
Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Aladulibn Umar, dan
seterusnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattalstiexr ini membuktikan
bahwa Nadzir sangat diperlukan demi kelangsungantel@apainya tujuan

wakaf®

C. Syarat - Syarat Nadzir
Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa Nadeirupakan salah
satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena ituukurmenjadi Nadzir
diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan huksiam, meskipun pada
dasarnya semua orang bisa menjadi Naazalkan memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan.

19 Ahmad Rofig M.A,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998, him. 498
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Untuk menjadi seorang Nadzir, haruslah dipenuhiratysyarat

sebagai berikut :

1. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukiukallaf
sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

2. Memiliki kreativitas ga ra’y). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika
menunjuk Hafsah menjadi Nadzir harta wakafnya. Karena Hafsah
dianggap mempunyai kreativitas tersebut.

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 K@asipHukum

Islam adalah :

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayate(diri dari
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat Sdisdaut :

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama Islam

c. Sudah dewasa

d. Sehat jasmani dan rohani

e. Tidak berada dibawah pengampuan

f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak bendmgy
diwakafkannya.

2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memneersyaratan
sebagai berikut :

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

1 bid. him. 499
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b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak beyang di
wakafkannya.

c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepmgmtin
peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesudjadeajaran
Islam.

d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat esebagrang
Nadzir.

3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didgfada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengaskaan dari
Camat dan Majlis Ulama Kecamatan untuk mendapgikagesahan.

4. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mepkarcasumpah di
hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksklurang-
kurangnya oleh 2 orang saksi.

5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unrvpkafan, seperti
dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnyariteiai 3 orang dan
sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat olelaldfantor Urusan
Agama Kecamatan atas saran Majlis Ulama Kecamatan ©amat
setempat.

Sedangkan dalam kitdkathul Wahaldisebutkan bahwa syarat-syarat
Nadziradalah:

1. Mempunyai sifat adil
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2. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebadair,Naenjaga
asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikanadikepyang
berhak!?
Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direittor
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan sylsii@akat
Departemen Agama RI yang berjudul Paradigama Baakafvdi Indonesia
membagi syarat-syarat untuk Nadzir ketiga bagian.
1. Syarat moral
a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalamuarasyari’ah
maupun perundang-undangan negara RI.

b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercayamdadroses
pengelolaan wakaf.

c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangaa.usah

d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.

e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2. Syarat menejemen
a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik détachership
b. Visioner
c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelek&mdjal dan

pemberdayaan.
d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

e. Memiliki program kerja yang jelas.

12 Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al AnshoFathul Wahab, Juz,1Semarang:
Toha Putra, t.th. hir208
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3. Syarat bisnis
a. Mempunyai keinginan.
b. Mempunyai pengalaman.
c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagainayaknlya
entrerpreneur
Dari persyaratan diatas menunjukan bahwa Nadzirempati pada
pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaaa khakaf. Ditinjau dari
segi tugas Nadzir, dimana Nadzir berkewajiban untakenjaga,
mengembangkan dan melestarikan manfaat dari hartg giwakafkan bagi

orang-orang yang berhak menerimarza.

M acam-macam Nadzir
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006argnt
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nigni&/akaf
ditegaskan bahwa Nadzir mencakup tiga macam : N&g#zorangan, Nadzir
Organisasi, dan Nadzir Badan Hukum.
1. Nadzir Perorangan
Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Nagenorangan
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang NomorT&dthun 2004

tentang Wakaf adalah :

3 Departemen Agama RParadigma Baru Wakaf di Indonesi®007. Jakarta ;
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat JendeirabiBigan Masyarakat Islam
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a. Nadzir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratgang
ditetapkan dalam undang-undahig.
b. Nadzir wajib di daftarkan kepada Menteri Agama &adan Wakaf
Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempa
c. Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, peratafti Nadzir
dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemegafa, atau
perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kaltlepatau Kota.
d. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti piesr@da Nadzir.
e. Nadzir perorangan harus merupakan suatu kelompud tgadiri dari
sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu @iraarmereka
diangkat menjadi ketua.
f. Salah satu Nadzir perorangan harus bertempat timjdgeecamatan
tempat benda wakaf beratfa.
2. Nadzir Organisasi
Ketentuan mengenai Nadzir yang berbentuk organidasitama,
Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteriathg dan Badan
Wakaf Indonesia melalui KUA setempétkedua,Nadzir organisasi yang
melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyardgnorganisasi

yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kema&gaan, dan atau

14 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasayat, Jla Syarat-syard¥ladzir
perorangan adalah : 1) warga negara Indonesisg&@ama Islam; 3) dewasa; 4) amanabh;
5) mampu secara rohani dan jasmani; dan tidak l@rgamelakukan perbuatan hukum.
Lihat Undang-undang No 41 Tahun 2004, pasal 1@, (4ya

'3 bid, pasal 4, ayat (2)-(6)

'8 bid, pasal 7, ayat (1). Apabila tidak ada KUA di tempaganisasi tersebut berada,
pendaftaran nadzir organisasi dilakukan melalui Klikkdekat , kantor Departemen
Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia Psi{abupaten/Kota. Lihat Peraturan
Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (2).
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keagamaan Islam; (b) pengurus organisasi harus mém@ersyaratan
Nadzir perseorangan; (c) salah seorang pengurusinisesi harus
berdomisili di Kabupaten atau Kota tempat benda aivaberada; (d)
melampirkan : salinan akta notaris pendirian daggaran dasar, daftar
susunan pengurus, anggaran rumah tangga, prograga kialam
pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasdlatta wakaf yang
terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakaaykan organisasi, dan
surat pernyataan bersedia untuk di alfdiKetiga, pendaftaran Nadzir
organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Rida\Wakaf®
Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubalam
penggantian Nadzir organisag$?ertama, Nadzir organisasi bubar atau
dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar orgagaagibersangkutan.
Kedua,apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggalgundurkan
diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedamiwa sebagai Nadzir,
ia harus digant® Ketiga, apabila Nadzir perwakilan organisasi tidak
melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggdedam
pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasibgaegngkutan wajib
mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oletdaB Wakaf
Indonesia maupun tid&R. Keempat, Nadzir organisasi yang tidak
menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dgenti hak ke Nadzir

lainnya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan mempkamasaran dan

7 bid, pasal 7, ayat (3) dan (4).
'8 bid, pasal 7, ayat (5).
9bid, pasal 8, ayat (1) dan (2).
?bid, pasal 9, ayat (1).
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pertimbangan Majlis Ulama Indonesia setenfpatelima, Nadzir
organisasi yang tidak menjalankan kewajibannyandgdangka waktu satu
tahun (sejak Akta lkrar Wakaf dibuat), dapat dikanl kepada Badan
Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikiam diganti oleh
Nadzir lain?? Keenamapabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal,
mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan ataualizan kedudukannya
sebagai Nadzir yang di angkat oleh organisasi, nisgai yang
bersangkutan harus melaporkan ke KUA untuk selaygutditeruskan
kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 bejak kejadian
tersebuf?
. Nadzir Badan Hukum

Ketentuan Nadzir badan hukum pada umumnya samgaden
ketentuan Nadzir organisasPertama, Nadzir badan hukum wajib
didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf ied@ melalui
KUA setempat. Kedua, Nadzir badan hukum yang melaksanakan
pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-patagaberikut : (a)
badan hukum indonesia yang bergerak dibidang sog@hdidikan,
kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pen@padan hukum
harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangansdl@h seorang
pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupat&ota tempat
benda wakaf berada; (d) melampirkan : salina aktaris pendirian dan

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan gfahgdisahkan oleh

“bid, pasal 9, ayat (2).
2 |bid, pasal 9, ayat (3).
2 bid, pasal 10.
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instansi yang berwenang, daftar susunan pengumggasan rumah
tangga, program kerja pengembangan wakaf, daft@ayle@n yang berasal
dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan l&au gang merupakan
kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedik diatuidit**

Dalam Nadzir organisasi terdapat ketentuan baheradaftaran
Nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Aktar |
Wakaf? sedangkan dalam ketentuan mengenai Nadzir badamhtidak
terdapat klausul ini. Meskipun demikian, tidaklaigis jika pendaftaran
Nadzir badan hukum dilakukan setelah penandatangakida Ikrar
Wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubalam
penggantian Nadzir badan hukunfPertama,apabila Nadzir perwakilan
daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankamjkeamnya, pengurus
pusat badan hukum vyang bersangkutan wajib mengatis
menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakabmedia maupun
tidak® Kedua,apabila pengurus pusat badan hukum yang bersamgkuta
tidak dapat menjalankan kewajibannya, Nadzir babdakum tersebut
dapat diberhentikan dan di ganti hak keNadziranolghh Badan Wakaf
Indonesia dengan memeperhatikan saran dan pertjabaviajlis Ulama
Indonesia setempat. Ketiga, Nadzir badan hukum yang tidak

menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu sdtuntgsejak Akta

% |bid, pasal 11, ayat (3)
% |bid, pasal 7, ayat (5)

% |bid, pasal 12, ayat (1)
" |bid, pasal 12, ayat (2)
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Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakefonesia oleh

kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Xathin*®

E. Hak dan Kewajiban Nadzir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada Nadzigrdirdia wajib
melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetapg®rflan keuntungannya
bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatauquf ‘alaih bisa
terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan d@a®seorang menjadi
Nadzir maka dia ditugaskan mengembangkan hartafyvaleanyewakannya,
menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagkakepada yang
berhak mendapatkann§a.Nadzir dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangkeekalkan manfaat
benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, makaNeutair juga mempunyai
kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada NadzirardifNadzir
wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf ptetarjaga dan
keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehinggadtehatan harta wakaf
bisa terpenuhi. Kewajiban Nadzir ialah mengerjakagala sesuatu yang
layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagajapeas harta wakaf,
Nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau @etab untuk

menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan rdemggas dan

2 |bid, pasal 12, ayat (3)
2 Op.cit Fathul Wahab, Juz tim. 209.
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kewajibannya® Dalam mengurus dan mengawadladzir berkewajiban

untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Aktar Wakafnya.
Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah patan bukti autentik
yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai keyggamtj seperti dalam
mempertahankan harta wakaf jika suatu saat dipgtkardi Pengadilan.

2. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wadéd derusaha
meningkatkan produktifitas hasilnya. la berwenanglakukan hal-hal
yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan mekamiptauatu
keuntungan terhadap harta wakaf.

3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikedsafi*

Di samping kewajiban di atas, Nadzir juga mempurk@&vajiban
sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dényssmeliputi:

a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta lkrar Wakatf.
b. Memelihara tanah wakaf.
c. Memanfaatkan tanah wakaf.
d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yasligumi:
1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakatf.
2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.

3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

% |bnoe Wahyudi M,Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di
Indonesia Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggofai,Iket. ke-1, 2005, him.119.
3 Taufig HamamiOp. Cit, him. 107-108.
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2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agangcakhatan
tentang:

a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh P¢jaearia.

b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafikam perubahan
penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuamfwssperti
diikrarkan oleh wagqif dan untuk kepentingan umum.

c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi keki@yaan
wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bid@sember tahun
yang sedang berjalan.

3. Melaporkan anggota Nadamang berhenti dari jabatannya.
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Katamanggota
pengganti yang berhenti itu untuk disahkan kearaggotya
Adapun kewajiban dan hak-hak Nadzir dalam pasal R@Mpilasi
Hukum Islam, adalah :
1. Kewajiban Nadziadalah, sebagai berikut :

a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggamgb atas
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaanakafan sesuai
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yangrdieh Menteri
Agama.

b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkada aemua hal

yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yangkdird dalam

%2 Abdurahman@p. Cit him. 34.

% Mohammad Daud AliOp. Cit h. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan PelaksanamtuRe Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
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ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama seterdpagan
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Cateahpat.

2. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud datgmt (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Adamak-hakNadzir
adalah Nadzir berhak mendapatkan penghasilan ddlitaia yang jenis
dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan ssman Majelis
Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamaﬂ:iaee‘rn;;)at”.5
Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa\aakir adalah:

a. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tamakaf yang
besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepelai dengan
ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hbsilsih tanah
wakaf.

b. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak mengguntdsilitas
sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasiy@ayey jenis dan

jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq KePalesi*®

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agauktiGdNadzir
berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalamemam kebutuhan
hidupnya®” Menurut parafugohabahwa Nadzir berhak mendapatkan upah
semenjak dia mulai mengelola dan mengurus hartafwakik dengan cara

membangun, mengeksploitasi, menjual hasil prodd&si menyalurkan apa-

% Departemen Agama R.Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi@p. Cit, him. 103.

** Ibid, him. 104

% Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1uhal978 tentan@eraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun7 t@htang Perwakafan Tanah
Milik.

37 Abdul Gofar, Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspekéfa
Hukum NasionaljJakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun X2002, him. 77.
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apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengaat syakif dan pekerjaan
lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannyarmesNadzir Sebab upah

itu sebagai balasan dari pekerjdan.

Diperbolehkan bagi orang yang mengurusi urusan fvakdauk

memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimadist lbonu Umar:

Gypally g JST O Ly o o plr ¥
Artinya: “Tidak ada dosa bagi orang yang mengurbarta wakaf untuk
memakan sebagian darinya dengan cara yang mafuf’

Yang dimaksud dengan cara yang ma’'ruf adalah kgalag biasanya
berlaku dan dianggap sebagai suatu kewajafalNadzir wakaf, baik
perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar paa@or Urusan
Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengedahdfantor Urusan
Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat WRenkkta Ikrar
Wakaf.

Jumlah Nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapdah Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah Nadzir pgngan untuk satu
kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yangdediam kecamatan
bersangkutan. Dan di dalam Desa hanya ada satuirN&dlompok
perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekuramgngnya 3

(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepulngoyang diangkat oleh

% Muhammad Abid Abdullah Al-KabisQp. Cit him. 500.
% Sayyid SabigDp. Cit him. 431.
% bid
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas sararelisaJlama

Kecamatan dan Camat setem‘ﬂat.
Peran dan Fungsi Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Anaddzara-yandzuru-
nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengetida
mengawasi. Adapun Nadzir adaliahm fa’il dari kata Nadzir yang kemudian
dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan wesgapenjaga).
Sedangkan Nadzir wakaf atau biasa disebut Nadaialhdrang yang diberi
tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah Nadzalah orang atau
sekelompok orang dan badan hukum yang diserahs talgdn wakif (orang
yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagabKitsih, Nadzir disebut
juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa menglansnengelola wakaf.
Dari pengertian Nadzir yang telah dikemukakan, takngalam perwakafan,

Nadzir memegang peranan yang sangat penting.

Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah Nazigan jelas,
akan tetapi ada hal-hal yang mengisyaratkan tentarig pentingnya
kedudukan Nadzjrkarena Nadzimerupakan salah satu dari unsur wakaf,
tanpa Nadzirmaka wakaf tidak akan berjalan dengan baik. Unssuu

pembentuk wakaf antara lain:

“! Departemen Agama RKompilasi Hukum Islam Di Indonesi®p. Cit him. 102-
103.
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1. Wakifyaitu orang yang mewakafkan hartanya.

Orang yang mewakafkan hartanya menurut Islam diselakif.
Yang dimaksud denganakif adalah subyek hukum, yakni orang yang
berbuat. Menurut peraturan perundang-undangeakif ialah orang
atau badan hukum yang mewakafkan tanah milikhagi seseorang
atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahmmys h@emenuhi
beberapa syarat tertentu, yaitu:

a. Mukallaf, yakni orang atau orang-orang yang diapggaampu
untuk melaksanakan perbuatan hukum.

b. Tidak karena terpaksa. Pelaksanaan wakafnya hadass dasar
kehendaknya sendiri.

c. la harus dapat mewakafkan sesuai dengan peraterandgangan
yang berlakif?

2. Mauqufatau harta yang diwakafkan

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memesyanat-
syarat sebagai berikut;

a. Harus tetap dzatnya, dan harus dapat dimanfaatkfuk yangka
waktu yang lama (tidak habis sekali pakai), pema@afanya
haruslah untuk hal-hal yang halal dan sah menwhkutn Islam.

b. Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan batdasinya.

c. Benda yang diwakafkan dapat berupa benda tidakehkatgdan

dapat juga berupa benda yang bergerak.

“’PP. Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1 ayat (2) jo Permenag Noindiahun 1978,
Pasal 1Huruf (c).
3 Taufig Hamamipp. cit, him. 71-72
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d. Harta benda yang diwakafkan harus bebas dari sbghkai**
3. Mauquf ‘alaih
Unsur yang ketiga ini merupakan unsur yang berlxemdjuan
wakaf itu sendiri, dimana tujuan wakaf harus untképentingan
peribadatan (masjid, mushala, langgar dan lair)-laatau untuk
kepentingan umum lainnya (lembaga pendidikan, yayasau lembaga
sosial, pasar, jalan dan lain sebagainya) sesugiateajaran Islarft.
4. Sighatatau ikrar wakaf
lkrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan pa&en
“suatu pernyataan kehendak damakif untuk mewakafkan tanah
miliknya.”*® Pengucapan ikrar wakaf ini harus memenuhi beberapa
Syarat, yaitu:
a. lkrar harus jelas dan tegas kepada siapa (Nadair)whtuk apa
tanah tersebut diwakafkan.
b. Ikrar wakaf harus disaksikan oleh dua orang sksi.
Disamping kedua syarat ikrar wakaf tersebut, menperundang-
undangan yang berlaku, pengucapannya harus dilakiikhadapan Pejabat

Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan sgiatff Pernyataan

44 Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-AnshoRathul WahabJuz I, Semarang: Toha
Putra, t.th., him. 259-261

** Ibid.

46 peraturarPemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 ayatd¥)¢rmenag Nomor
1 Tahun 1978, Pasal 1 Huruf (d).

“’Abi Yahya Zakaria al-Ansharioc. cit.

8 Taufig Hamamipp. cit, him. 74
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wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang etala lyang diwakafkan
dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentiskmn®

Sedangkan peranan Nadzir dalam pengelolaan dan epdayaan
tanah wakaf itu sendiri sangat berpengaruh daneb&mppenting dalam
perwakafan, hal ini di lihat dari tugasnya dalammgedola dan merawat serta
memelihara tanah wakaf agar hasil dari pada tanakafvtersebut dapat
dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai dengan kdediknya untuk
kepentingan umum dan tetap dapat berfungsi sesrajath tujuan wakaf.
Berhasil dan tidaknya pengelolaan dan pemberdayada wakaf tergantung
pada Nadzir atau lembaga yang mengelola harta viedssbut.

Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercagagrppengelola atau
Nadzir sebagai suatu kesatuan organisasi dapatunengan merawat harta
wakaf dengan baik, maka penting adanya pembagestwewenang dan
tanggung jawab. Untuk menumbuh kembangkan hartafwagiar menjadi
produktif dan berdayaguna, maka diperlukan paraygefa yang amanabh,
jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentumyprofesional, sesuai dengan
bidang dan kemampuan masing-masing.

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, Nadzir perseorarggganisasi
maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip maeajedengan
menjunjung tinggi kaidatal maslahah(kepentingan umum) sesuai ajaran
Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secaddegional. Secara

sederhana, Nadzir merupakan seorang manajer yahgrpelakukan usaha

49M. Daud Ali,op. cit, him. 85-87
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serius dan langkah terarah dalam mengambil kelajeen berdasarkan
program kerja yang telah disepakati, sehingga kasahasalan yang selama
ini menghinggap pada Nadzir ini dapat ditepis. Jikenengok pengalaman
negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaradgtah aspek manajemen
dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-ussdwadan mapan,
sehingga dapat diidentifikasikan dan diteliti mamgjebidang yang sesuai
dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatn
Terbentuknya forum Nadzir di tiap Kankemenag Kabempdota

merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai atguldan motivator
lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing daefatah satu upaya
pemberdayaan wakaf produktif, Nadzir dapat melakuleaobosan dengan
menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihalg&kettau investor, baik
dalam negeri maupun luar negeri. Pola kemitraasebert tentu harus tetap
memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkaiigate peraturan
perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksuedgan kekayaan wakaf
dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembanglsamisgengan tujuan dan

peruntukan wakaf.



